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Pendahuluan

• Perundungan anak di Indonesia terus meningkat dan terjadi dalam berbagai

bentuk (fisik, psikis, verbal, sosial, dan digital).

• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah melarang kekerasan

terhadap anak.

• Namun, praktik penegakan hukum masih sering dilakukan melalui

penyelesaian internal atau mediasi di lembaga pendidikan.

• Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penanganan tanpa kompromi

(zero tolerance).

• Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

praktik penegakan hukum.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana kekosongan konsep zero tolerance dalam hukum

positif Indonesia terkait penegakan tindak pidana perundungan

anak?

2. Bagaimana penafsiran hukum terhadap tindak pidana perundungan

anak sebagai delik biasa?

3. Mengapa konsep zero tolerance penting diterapkan untuk

memperkuat penegakan hukum perundungan anak di Indonesia?
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal
research) dengan menerapkan Pendekatan Perundang-undangan (Statute
Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus
(Case Approach) dan penafsiran sistematis, gramatikal, futuristik. Bahan hukum
primer meliputi KUHP, Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan
Anak, dan Permendikbud No. 82/2015. Bahan hukum sekunder seperti literatur,
artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung penelitian ini.
Analisis bahan hukum menggunakan analisa deduktif.
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Hasil
• Ditemukan tiga bentuk kekosongan hukum:

1. Kekosongan norma substantif (tidak ada pengaturan zero tolerance).

2. Kekosongan prosedur (tidak ada kewajiban pelaporan).

3. Kekosongan norma operasional (tidak ada SOP penegakan).

• Perundungan anak diperlakukan berbeda-beda antar lembaga
pendidikan.Penanganan kasus sering dilakukan secara internal, bukan
melalui proses pidana.
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Pembahasan
Pembahasan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur
konsep zero tolerance secara tegas dalam penegakan tindak pidana
perundungan anak. Ketiadaan norma operasional dan kewajiban pelaporan
menyebabkan penanganan kasus sering dilakukan melalui mekanisme internal
lembaga pendidikan, meskipun perundungan anak merupakan delik biasa yang
wajib diproses pidana. Melalui penafsiran hukum dan studi kasus Gontor 2022,
penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan zero tolerance secara normatif
guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak.
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Temuan Penting Penelitian
• Indonesia belum memiliki pengaturan zero tolerance secara normatif.

• Lembaga pendidikan memiliki diskresi luas dalam menangani kasus
perundungan.

• Ketiadaan kewajiban pelaporan menyebabkan inkonsistensi penegakan
hukum.

• Zero tolerance diperlukan untuk: Menghilangkan penyelesaian informal, 
Menjamin kepastian hukum, Memperkuat perlindungan anak sebagai
kelompok rentan.
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Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan

kajian hukum pidana dan perlindungan anak, khususnya terkait kekosongan
konsep zero tolerance dalam penegakan hukum perundungan anak. Penelitian
ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, lembaga
pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan serta menerapkan
penanganan perundungan anak yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada
kepastian hukum serta perlindungan korban.
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